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KOMISI PEMILIIIAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: 126 I HK.A3. 1-Kpt/52 / Prov /rv I 2Or8

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA

TENGGARA BARAT TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang a. Ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan

wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah

menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk

setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan ;

b, Pasal 65 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati danfatau Walikota dan Wakil Walikota, yang

menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KlP Aceh

menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KlP Aceh

tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan

Penetapan
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Mengingat

penetapan hasil Pemilihan Gubenur dan Wakil
Gubernur dengan berpedoman pada peraturan ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang pedoman Teknis
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat
Tahun 2018;

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,

Tambahan lembaran Negara Nomor l6a%;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2OI4 tentang pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor l Tahun 201S tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan
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4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun

2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2A1A;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2OO8;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

2OLT tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ata.u

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2OLT Nomor 818)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

7. Peraturan Komisi Pemilihan [Jrnum Nomor 3
Ta.Lun 2Al7 Tentang Pencalonan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa

Tenggara Barat Nomor: 56/HK.03.1-

Kpt/ 52 / Prov / V / 2A 17 Tentang Pedoman Teknis

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa

Tenggara Barat Tahun 2018;

Memperhatikan
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETTGA

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan

-4-

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 482 /PK.OL-
BA/52/Prov/IV l2Ol8 tanggal 6 April 2018 tentang

Penetapan Pedoman Teknis Pemungutan dan

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEDOMAN

TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN

SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA

TENGGARA BARAT TAHUN 2018.

Menetapkan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018

sebagaimana tercantum dalam Lampiran t dan

l,a.mpiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU sebagai panduan dalam proses pelaksanaan

Rekapitulasi Hasil Dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2078.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 6 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,
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A LALU AKSAR ANSORI
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: L26 /HK.O3. 1-Kpt/52 /Prov /rV /2Ot8
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL

PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN

HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A" LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 9
ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas

dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam pemitihan

Gubernur dan Wakil Gubernur adalah menyusun dan menetapkan

pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

Bahwa sesuai pula dengan ketentuan pasal 65 Ayat (1) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota, yang menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KlP Aceh menetapkan
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keputusan KPU Provinsi/KlP Aceh tentang pedoman teknis rekapitulasi

hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur dengan berpedoman pada keputusan ini.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan

Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara

Barat Tahun 2Ol8 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi PPK dan

KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan

suara dan bagi KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melakukan

rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan

Gubenur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini adalah mengatur tata cara

melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil

pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat

Tahun 2018, yaitu:

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2Ol8 dilakukan secara

berjenj ang sebagai berikut:

a. Kecamatan;

b. Kabupaten/kota; dan

c. Provinsi

2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan sebagai berikut:

a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;

b. KPU KabupatenlKota melakukan rekapitulasi pada tingkat

kabupaten/kota; dan

c. KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan rekapitulasi pada

tingkat provinsi.

PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat

Tahun 2018 selanjutnya disebut Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur NTB Tahun 2018, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat

di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memilih Gubernur

C

D
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dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat secara langsung dan

demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah lembaga

penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan

umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraarl

Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat yang

selanjutnya disebut KPU Provinsi NTB adalah lembaga penyelenggara

pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang

diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur NTB Tahun 2Ol8 berdasarkan ketentuan yang diatur

dalam Undang-Undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut

KPU KabupatenlKota adalah lembaga penyelenggara pemilihan

umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang

mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan

tugas menyelenggarakan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur NTB tahun 2Ol8 di wilayah kabupaten/kota berdasarkan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah

panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk

menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB

Tahun 2OL8 di Tingkat Kecamatan.

6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah

panitia yang dibentuk oleh KPU KabupatenlKota untuk

menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB

Tahun 2018 di Tingkat Desa/Kelurahan.

7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya

disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk
menyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan

Suara.

8. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah

tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2A18.
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9. Badan Pengawas Pemilihan IJmum, selanjutnya disebut Bawaslu,

adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas

mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan

umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan

penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur

dalam undang- undang Pemilihan.

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat,

selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi NTB, adalah lembaga

penyelenggara pemilihan umum di wilayah provinsi yang bertugas

mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur

mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan

wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

undang-undang Pemilihan.

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya

disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh

Bawaslu Provinsi NTB yang bertugas untuk mengawasi

penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/ kota.

12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut

Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas

Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 di

wilayah kecamatan.

13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL

adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk

mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur NTB Tahun 2018 di Desa/Kelurahan.

14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut

Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas

Kecamatan untuk membantu PPL.

15. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,

yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
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16. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di

TPS dengan cara mencoblos surat suara yang memuat nomor urut,
foto, dan narna Pasangan Calon.

17. Penghitunga.n Suara adalah proses penghitungan surat suara untuk
menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon dan surat

suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan

dan surat suara yang rusak/keliru coblos.

18. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan

hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota

dan KPU Provinsi NTB.

19. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan

Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus

yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada

Pemilihan yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan

Calon.

20. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang

yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim

kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan

penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi hasil penghitungan

suara.

21. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi

kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan

telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi NTB untuk

melakukarl pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

NTB Tahun 2018.

22. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang

mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk

melakukan pemantauan Pemilihan.

23. Sistem Informasi Penghitungan suara yang selanjutnya disebut

Situng, adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi

dalam pelaksanaarl penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.

24. Hari adalah hari kalender.
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BAB II

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

TAHAPAN REKAPITULASI

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur NTB Tahun 2OLB dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

1. Tingkat Kecamatan;

2. Tingkat Kabupaten/Kota; dan

3. Tingkat Provinsi

PROSES REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada

Huruf A dilakukan sebagai berikut:

1. PPK melakukan rekapitulasi pada Tingkat Kecamatan;

2. KPU KabupatenlKota melakukan rekapitulasi pada Tingkat

Kabupaten/Kota; dan

3. KPU Provinsi NTB melakukan rekapitulasi pada Tingkat Provinsi.

FORMULIR YANG DIGUNAKAN

Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB

Tahun 2OI8 sebagaimana dimaksud pada Huruf A, terdiri atas formulir:

1. Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan

Kotak Suara hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

kepada PPK melalui PPS;

2. Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan

Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam

wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat Kecamatan;

3. Model DAA.Plano-KWK/DA1.Plano-KWK merupakan Catatan Hasil

Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap TPS/Desa atau sebutan

lain/Kelurahan di tingkat Kecamatan yang berukuran plano;

4. Model DA/DB/DC-KWK merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;

5. Model DA1/DB1/DC1-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil

dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;

B

C
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6. Model DA2lDB.2lDc2-KwK merupakan catatan Kejadian Khusus

dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
7. Model DA3/DB3/DC3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat di
bawahnya;

8. Model DA4|DB4-KWK merupakan surat Pengantar Penyampaian

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

kepada tingkat di atasnya;

9. Model DA5/DB5/DC5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan;

10. Model DA6/DB6/DC6-KWK merupakan Undangan Rapat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap

tingkatan; dan

11. Model DA7 IDBU DC4-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap

tingkatan.

BAB III

PEIVYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

PPS

1. KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan formulir

Model C-KWK dan Model CI-KWK kepada PPK melalui PPS pada hari
yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS.

Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir

Model C-KWK dan Model CI-KWK dari KPPS di wilayah kerjanya

sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPS:

a. mengumumkan Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil

Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya

menggunakan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK,

dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di

Desa /kelurahan;
b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak

membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak

2
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merLlsak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak
menghilangkan kotak suara;

c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh Tps
di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan

hari Pemungutan suara dengan pengawalan dari kepolisian

setempat; dan

d. Membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi di kecamatan.

Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh Tps kepada ppK

sebagaimana dimaksud pada Angka 2 huruf c, PPS membuat surat
pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi berita acara

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dengan

menggunakan formulir Model D-KWK.

Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau
ketersediaan transportasi pada wilayah keda PPS kurang memadai

sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada Angka 2 huruf c, PPS menyampaikan kotak suara kepada ppK

paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara.

PPK

1. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana

dimaksud dalam Huruf A angka 2 huruf c dengan menggunakan

formulir Model DA3-KWK.

PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada

angka 1 pada tempat yang memadai dan dapat dijamin

keamanannya.

KPU KABUPATEN/KOTA

PPS melalui PPK menenrskan salinan formulir Model C-KWK dan Model

CI-KWK kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemindaian atau

scan dan mengunggah atau upload hasil pemindaian atau scan formulir

tersebut kedalam Situng untuk diumumkan pada laman KPU, KPU

Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota pada hari yang sama.

4

B

2

C
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BAB IV

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

DI KECAMATAN

A. PERSIAPAN

1. Pen5rusunan Jadwal Rapat

a. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari

PPS sebagaimana dimaksud dalam Bab III Hurrf A angka 2
huruf c.

b. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan membagi

jumlah desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.

c. Pen5rusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dimaksudkan agar

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan

sesuai dengan jadwal tahapan.

d. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta

rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana

dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum

pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

e. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana

dimaksud pada huruf d dihadiri oleh:

1) Saksi;

2l Panwas Kecamatan; dan

3) PPS dan Sekretariat PPS.

f. Surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus

dicantumkan ketentuan mengenai:

1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara;

2l tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

di PPK pada wilayah kerja PPK;

4l masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi

paling banyak 2 (dua) orang;

5) dalam hal Rekapitulasi dilakukan secara paralel, Pasangan

Calon dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 (dua)
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orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara

bergantian;

6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat
yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim
kampanye Pasangan Calon Tingkat Kabupaten/Kota; dan

7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus

hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.

g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dapat dihadiri
oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan

Asing, masyarakat dan instansi terkait.

h. Dalam hal saksi dan/atau Panwas Kecamatan tidak hadir dalam

rapat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara sebagaimana

dimaksud pada huruf e, pelaksana€rn rapat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan tetap ditanjutkan.

i. Dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan suara di

tingkat TPS, PPK dapat menghadirkan Ketua atau Anggota KPPS

sebagai peserta rapat rekapitulasi penghitungan suara.

Pembagian T\rgas

a. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK,

Sekretariat PPK, Ketua PPS, Anggota PPS dan Sekretariat PPS

untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di

TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan.

b. Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah:

1) Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara;

2) Anggota PPK, Sekretariat PPK bertugas menyiapkan

formulir Model DAA-KWK dan Model DAA.Plano-KWK;

3) Ketua atau Anggota PPS bertugas membacakan formulir

Model C-KWK dan Model CI-KWK; dan

4l Sekretariat PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas mencatat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di formulir Model

DAA-KWK dan Model DAA.Plano-KWK untuk hasil

penghitungan di TPS.

c. Untuk menunjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara di tingkat kecamatan, PPK dapat menggunakan LCD

projector.
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Penyiapan Perlengkapan

a. PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1

huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara
sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:

1) ruang untuk rapat;

2) formulir berita acara dan sertifikat;

3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Pemungutan dan

Penghitungan Suara di TPS;

4) 3 (tiga) kotak suara kosong yang ditempel stiker

bertuliskan:

a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

b) Daftar Pemilih dan daftar hadir di TPS; dan

c) Formulir Model C-I(MK dan Model CI-KWK, Model C2-

KWK, Model C l.Plano-KWK.

5) perlengkapan lainnya.

c. PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b

angka 1) dengan mempertimbangkan:

1) kapasitas peserta rapat; dan

2l penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih

tersegel.

d. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) terdiri
atas:

1) Model DAA-KWK;

2) Model DAA.Plano-KWK'

3) Model DA-KWK;

4l Model DAI-KWK;

5) Model DAl.Plano-KWK;

6) Model DA2-KWK;

7) Model DA3-KWK;

8) Model DA4-KWK;

9) Model DAS-KWK;

10) Model DA6-KWK; dan

11) Model DA7-KWK.
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e. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d tercantum dalam
Lampiran II Keputusan KPU Provinsi NTB yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
f. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b

angka 5) terdiri atas:

1) sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah, untuk setiap

Pemilihan ditambah sampul sejumlah desa/kelurahan

untuk formulir Model DAA-KWK;

2l sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok

kotak suara;

3) segel masing-masing 7 (tujuh) lembar, untuk setiap

Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;

4) spidol sebanyak 2 (dua) buah;

5) baltpoint sebanyak 8 (delapan) buah;

6) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;

7) alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD Projector

apabila ada; dan

8) daftar hadir peserta rapat.

g. Sampul sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1)

digunakan untuk memuat formulir Model DA-KWK, Model DAl-
KWK, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK.

h. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 3), digunakan

dengan cara ditempel pada:

1) sampul kertas yang memuat formulir Model DA-KWK,

Model DAI-KWK, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK,

sebanyak 1 (satu) lembar;

2) lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi:

a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

b) Daftar pemilih;

c) Daftar hadir Model C7-KWK; dan

d) Formulir Model C-KWK berhologram, Model CI-KWK

berhologram, dan Model C2-KWK.

3) lubang gembok kotak suara yang berisi Surat Suara dan

alat kelengkapan TPS lainnya untuk masing-masing TPS;

dan

4l Sampul kertas yang berisi anak kunci sebanyak 1 (satu)

buah.
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PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

a. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitung€rn Suara sebagaimana

dimaksud dalam Hurl.f A Angka t huruf a dipimpin oleh ketua
PPK dan 1 (satu) orang anggota PPK, dan dibantu oleh anggota

PPS, sekretariat PPK dan sekretariat PPS.

b. Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

c. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:

1) agenda rapat; dan

2l tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat
Kecamatan; dan

3) anggota PPS dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada

huruf a membantu PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.

d. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitunga.n Suara

dalam:

1) 1 (satu) wilayah desa/kelurahan;

2) 1 (satu) wilayah kecamatan.

e. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud

pada huruf d angka 1) dilakukan secara berurutan dimulai dari

TPS pertama di desa/kelurahan sampai dengan TPS terakhir

dalam wilayah kerja PPK.

f. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud

pada huruf d angka 2) dilakukan berdasarkan hasil rekapitulasi

sebagaimana dimaksud pada huruf e dimulai dari PPS pertama

sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.

g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud

pada huruf d dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling

banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah

TPS dan waktu yang tersedia.

h. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dengan langkah

sebagai berikut:
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1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kecamatan

sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 3 huruf d
angka 2l;

2l membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud
dalam Huruf A angka 3 huruf b angka 3);

3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak
suara sebagaimana dimaksud pada angka 2l;

4) menempelkan formulir Model DAA.Plano-KWK pada papan

rekapitulasi atau menggunakan LCD projectori

5) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data
jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara

sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C-KWK

berhologram dan Model CI-KWK berhologram;

6) PPK membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan

saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan

suara di TPS yang tertuang dalam Model C2-KWK pada

saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan status

penyelesaiannya;

7l mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada

angka 5) ke dalam formulir Model DAA.Plano-KWK;

8) menyalin formulir model DAA.Plano-KWK ke dalam formulir
Model DAA-KWK; dan

9) mengeluarkan DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK

masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1

(satu) bagian per wilayah Desa/Kelurahan.

PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2) dengan langkah

sebagai berikut:

1) menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam

Huruf A angka 3 huruf d angka 3) sampai dngan 11);

2l menempelkan formulir model DAl.Plano-KWK pada papan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau menggunakan

LCD Projector,

3) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data

jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara

sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK;
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4l mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

sebagaimana dimaksud pada angka 3) ke dalam formulir
Model DAl.Plano-KWK;

5) menyalin formulir Model DAl.Plano-KWK ke dalam formulir
Model DAI-KWK;

6) membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK;

dan

7l menghimpun DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK per

Desa/Kelurahan dalam wilayah kecamatan untuk
diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota bersama-sama

dengan kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.

Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun

2OL8 dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, PPK

terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun

2018.

Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana

dimaksud pada huruf h dan huruf i ditandatangani oleh Ketua,

Anggota PPK, dan Saksi yang hadir.

Dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak

bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada

huruf k, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi

yang hadir yang bersedia menandatangani.

PPK wajib menyerahkan salinan formulir sebagaimana

dimaksud pada huruf k dengan menggunakan tanda terima

formulir Model DAS-KWK kepada:

1) Saksi; dan

2) Panwas Kecamatan.

PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di

tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh

masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

PPK mengirim formulir Model DAA-KWK, Model DA-KWK, Model

DAI-KWK kepada KPU KabupatenlKota untuk dilakukan

l.

k.

m.

n

o.
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pemindaian dan pengunggahan hasil pemindaian formulir
tersebut kedalam Situng pada hari yang sama.

p. Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

sebagaimana dimaksud pada huruf huruf d, huruf e; huruf f;

huruf g; huruf h, huruf i dan huruf j, PPK wajib segera

menyerahkan masing-masing kotak suara dalam keadaan

tersegel kepada KPU Kabupaten/Kota yang terdiri:

1) kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang

berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model

DAA.Plano-KWK, Model DAI-KWK, Model DA2-KWK, Model

DAl.Plano-KWK dan Model DA7-KWK;

2) kotak suara hasil penghitungan suara di TPS meliputi

Model C l.Plano-KWK berhologram, Model C-KWK

berhologram, Model CI-KWK berhologram dan Model C2-

KWK;

3) kotak suara daftar pemilih dan daftar hadir TPS meliputi

Model A3-KWK, Model A4-KWK, Model A.Tb-KWK dan

Model CT-KWK; dan

4l seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir

Model C3-KWK, Model CS-KWK dan Model C6-KWK dari

seluruh TPS di wilayah kerjanya.

q. Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf p
dicatat dalam formulir Model DA4-KWK.

r. KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan kotak

suara sebagaimana dimaksud pada huruf p dengan

menggunakan formulir Model DB3-KWK.

s. KPU KabupatenlKota wajib menyimpan kotak suara

sebagaimana dimaksud pada huruf r pada tempat yang

memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Penyelesaian Keberatan

a. Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan

terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan,

PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi
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Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DAA.Plano-

KWK dan/atau Model DAl.Plano-KWK.

c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas

Kecamatan sebagaimana pada huruf a dapat diterima, PPK

seketika melakukan pembetulan.

d. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan

koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan

menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAI-KWK

dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir DA2-

KWK.

e. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada

angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf d.

f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan

sebagaimana dimaksud pada huruf d, PPK meminta pendapat

dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir.

g. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di

wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada huruf f sesuai

dengan jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.

h. Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan sebagaimana

dimaksud pada huruf f disampaikan pada akhir jadwal

rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada

formulir Model DA2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kabupaten/kota.

i. PPK bersama Panwas Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan

kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi

catatan PPL.

j. PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi

pada formulir Model DA2-KWK.

k. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan,

dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan

Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.

1. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat

berupa foto atau video.
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BAB V

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

DI KABUPATEN/KOTA

Persiapan

1. Pen5rusunan Jadwal Rapat

a. KPU Kabupaten/ Kota melaksanakan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak

suara tersegel dari PPK sebagaimana dimaksud dalam BAB IV

Huruf B Angka t huruf p.

b. KPU Kabupaten/Kota men5rusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a

dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU

Kabupaten/Kota.

c. Pen5rusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara sebagaimana d.imaksud pada huruf b dimaksudkan agar

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan

sesuai dengan jadwal tahapan.

d. Ketua KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan surat

undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a
paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

e. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana

dimaksud pada huruf d terdiri atas:

1) Saksi;

2) Panwas Kabupaten/Kota; dan

3) PPK.

f. Surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus

dicantumkan ketentuan mengenai:

1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara;

2l tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

di KPU KabupatenlKota;

4l masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi

paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling

jdih.kpu.go.id/ntb



2

-19-

banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara;

5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk I (satu)

Pasangan Calon;

6) saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandate

yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim
kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota; dan

7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus

hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.

g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri

oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan

Asing, masyarakat dan instansi terkait.

h. Dalam hal Saksi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota tidak hadir

dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

sebagaimana dimaksud pada huruf e, pelaksanaan rapat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat

Kabupaten/ Kota tetap dilanjutkan.

Pembagian Tugas

a. KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok keda

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

b. Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada

huruf a diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan

tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.

Penyiapan Perlengkapan

a. KPU KabupatenlKota menyiapkan perlengkapan rapat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud

dalam Angka t huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum

pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:

1) ruang rapat;

2) formulir berita acara dan sertifikat;

3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK;

41 1 (satu) buah kotak suara kosong yang ditempel stiker

bertuliskan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat

kabupatenlkota untuk menyimpan berita acara dan

3
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sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2Ol8 di tingkat

Kabupaten/Kota; dan

5) perlengkapan lainnya.

c. KPU Kabupaten/Kota menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi

Hasil Penghitung€rn Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b

angka 1) dengan mempertimbangkan:

1) kapasitas peserta rapat; dan

2l penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih

tersegel.

d. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) terdiri

atas:

1) Model DB-KWK;

2) Model DBI-KWK;

3) Model DB2-KWK;

4) Model DB3-KWK;

5) Model DB4-KWK;

6) Model DBS-KWK;

7l Model DB6-KWK; dan

8) Model DB7-KWK.

e. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud huruf b angka 5)

terdiri atas:

1) sampul kertas, sebanyak I (satu) buah;

2l sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok

kotak suara;

3) segel, sebanyak 4 (empat) lembar untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2OL8;

4l segel, sejumlah kotak suara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dari PPK;

5) spidol sebanyak 2 (dua) buah;

6) ballpoint sebanyak 4 (empat) buah;

7l lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;

8) alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD Projector

apabila ada; dan

9) daftar hadir peserta rapat.
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Sampul dan segel sebagaimana dimaksud pada huruf e angka

ll, 2l dan 3) hanya digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.

Segel sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 4) digunakan

untuk menyegel kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara dari PPK.

B. Pelaksanaan

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

a. Ketua dan Anggota KPU KabupatenlKota membuka rapat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud

dalam Huruf A angka t huruf a.

b. Ketua KPU Kabupaten/Kota memberikan penjelasan mengenai:

1) agenda rapat; dan

2l tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat

kabupaten/kota.

c. KPU Kabupaten/ Kota melakukan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:

1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 3 huruf d;

2) membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud

dalam Huruf A Angka 3 huruf b angka 3);

3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak

suara sebagaimana dimaksud pada angka 2);

4) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data

jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara

sah dan tidak sah dalam formulir Model DAI-KWK;

5) mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DBl-

KWK;

6) membuat berita acara rekapitulasi di tingkat

kabupaten/kota dalam formulir Model DB-KWK.

d. Rekapitulasi Hasil Penghitung€rn Suara sebagaimana dimaksud

pada huruf c dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK

pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah keda

daerah kabupaten/ kota.

e. Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun

2OL8 dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan

f,
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Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota,

KPU Kabupaten/Kota terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur NTB Tahun 2OL8.

f. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana

dimaksud pada huruf c angka 5) dan angka 6), ditandatangani

oleh Ketua, Anggota KPU KabupatenfKota, dan Saksi yang

hadir.

g. Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi

yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir

sebagaimana dimaksud pada huruf f, formulir ditandatangani

oleh Anggota KPU KabupatenlKota dan Saksi yang hadir yang

bersedia menandatangani.

h. KPU Kabupaten/Kota menyerahkan salinan formulir

sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan menggunakan

tanda terima formulir Model DBS-KWK kepada:

1) Saksi; dan

2l PanwasKabupaten/Kota.

i. KPU Kabupaten lKota, menetapkan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau

Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

j. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana

dimaksud pada huruf i ditetapkan dengan Keputusan KPU

Kabupaten/Kota.

k. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud

pada huruf j digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali

Kota terpilih.

1. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan dokumen

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat

Kabupaten/Kota dalam bentuk naskah asli elektronik (soficopgl

hasil scan kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan

keputusan hasil rekapitulasi melalui Situng meliputi:

1) formulir Model DB-KWK;

2l formulir Model DBI-KWK; dan

3) Keputusan KPU KabupatenlKota tentang penetapan

rekapitulasi hasil penghitungan suara.
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m. KPU KabupatenlKota mengumumkan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara yang tertuang dalam formulir sebagaimana

dimaksud pada huruf f di papan pengumuman dan/atau laman

KPU Kabupaten/Kota atau tempat yang mudah diakses oleh

masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

n. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acata

rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud

pada huruf c angka 5) dan angka 6) dan Keputusan

sebagaimana dimaksud pada huruf j kepada KPU Provinsi NTB

dengan tembusan kepada KPU dalam bentuk naskah asli

(hardcopgl dengan mempertimbangkan j angka waktu pengaj uan

permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah

Konstitusi.

o. Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun

2018, KPU Kabupaten/Kota wajib segera:

1) menyerahkan kotak suara yang berisi formulir Model DB-

KWK, Model DBI-KWK, Model DB2-KWK, dan Model DB7-

KWK dalam keadaan disegel kepada KPU Provinsi NTB

menggunakan formulir Model DB4-KWK setelah melakukan

rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf c.

2) menyampaikan salinan dokumen Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam

bentuk naskah asli elektronik (softcopg) hasil scan kepada

KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan

hasil rekapitulasi melalui Situng meliputi:

a) formulir Model DB-KWK; dan

b) formulir Model DB1-KWK.

p. KPU Provinsi NTB membuat berita acara penerimaan kotak

suara sebagaimana dimaksud pada huruf o dengan

menggunakan formulir Model DC3-KWK.

q. KPU Provinsi NTB wajib menyimpan kotak suara sebagaimana

dimaksud pada huruf p pada tempat yang memadai dan dapat

dijamin keamanannya.

2. PenyelesaianKeberatan

a. Saksi atau Panwas Kabupaten/Kota dapat mengajukan

keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kabupaten/Kota apabila
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terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas

Kabupatenf Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib menjelaskan

prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dengan formulir Model DAl-KWK dan/atau

Model DAl.Plano-KWK.

c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas

Kabupaten/Kota sebagaimana pada huruf a dapat diterima,

KPU Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.

d. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan

dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka

yang benar dalam formulir Model DAI-KWK dan dicatat sebagai

kejadian khusus dalam formulir DB2-KWK.

e. Ketua KPU Kabupaten lKota dan Saksi yang hadir

membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan

sebagaimana dimaksud pada huruf d.

f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan

sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Kabupaten/Kota

meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota

yang hadir.

g. KPU KabupatenlKota wajib menindaklanjuti rekomendasi

Panwas Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya sebagaimana

dimaksud pada huruf f sesuai jadwal rekapitulasi yang telah

ditetapkan.

h. Dalam hal rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksud pada huruf f disampaikan pada akhir jadwal

rekapitulasi, KPU Kabupaten/Kota mencatat sebagai kejadian

khusus pada formulir Model DB2-KWK untuk ditindaklanjuti

dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat

provinsi.

i. KPU Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian dalam

rapat rekapitulasi pada formulir Model DB2-KWK.

j. KPU Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada Saksi,

Panwas KabupatenfKota, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri

dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan

hasil rekapitulasi.
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k. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf j dapat berupa

foto atau video.

BAB VI

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

DI KPU PROVINSI NTB

Persiapan

1. Penyusunan Jadwal Rapat

a. KPU Provinsi NTB melaksanakan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak

suara tersegel dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksud dalam Bab V Huruf B Angka t huruf o.

b. KPU Provinsi NTB men5rusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a
dengan membagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kerja

KPU Provinsi NTB.

c. Pen5rusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b, dimaksudkan agar

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan

sesuai dengan jadwal tahapan.

d. Ketua KPU Provinsi NTB wajib menyampaikan surat undangan

kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) hari

sebelumnya.

e. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana

dimaksud pada huruf d terdiri atas:

1. Saksi;

2. Bawaslu Provinsi NTB; dan

3. KPU Kabupaten/Kota.

Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d,

harrrs dicantumkan ketentuan mengenai:

1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara;

2l tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

f.
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3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

di KPU Provinsi NTB;

4) masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi

paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling

banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara;

5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu)

Pasangan Calon;

6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat

yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim
kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi; dan

7l peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus

hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.

g. Dalam hal Saksi danlatau Bawaslu Provinsi NTB tidak hadir

dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

sebagaimana dimaksud pada huruf e, pelaksanaan rapat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi

tetap dilanjutkan.

h. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri

oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan

Asing, masyarakat dan instansi terkait.

Pembagian Ttrgas

a. KPU Provinsi NTB dapat membentuk kelompok kerja

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

b. Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada

huruf a diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan

tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.

Penyiapan Perlengkapan

a. KPU Provinsi NTB menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Angka

t huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.

b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:

1) ruang rapat;

2l formulir berita acara dan sertifikat;

3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota; dan

3
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4l perlengkapan lainnya.

c. KPU Provinsi NTB menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b

dengan mempertimbangkan kapasitas peserta rapat.

d. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) terdiri
atas:

1) Model DC-IflMK;

2l Model DCI-KWK;

3) Model DC2-KWK;

4) Model DC3-KWK;

5) Model DC4-KWK;

6) Model DCS-KWK; dan

7l Model DC6-KWK.

e. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud huruf b angka 4)

terdiri atas:

1) spidol sebanyak 1 (satu) buah;

2) ballpoint sebanyak 2 (dua) buah;

3) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;

4l alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD projector

apabila ada; dan

5) daftar hadir peserta rapat.

Pelaksanaan

1. Rekapitulasi Hasil Penghitung€rn Suara

a. Ketua dan Anggota KPU Provinsi NTB membuka rapat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud

dalam Huruf A angka t huruf a.

b. Ketua KPU Provinsi NTB memberikan penjelasan mengenai:

1) agenda rapat; dan

2\ tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat

provinsi.

c. KPU Provinsi NTB melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara dengan langkah sebagai berikut:

1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 3;

2l membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud

dalam Huruf A Angka 3 huruf b angka 3);
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3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak
suara sebagaimana dimaksud pada angka 2);

4l meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas perolehan

suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DBI-KWK;

5) mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DC1-

KWK; dan

6) membuat berita acara rekapitulasi di tingkat provinsi

dalam formulir Model DC-KWK.

d. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan

secara berurutan dimulai dari daerah kabupaten/kota pertama

sampai dengan daerah kabupaten/kota terakhir dalam wilayah

ke{a provinsi.

e. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana

dimaksud pada huruf c angka 5) dan angka 6), ditandatangani

oleh Ketua, Anggota KPU Provinsi NTB, dan Saksi yang hadir.

f. Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Provinsi NTB dan Saksi yang

hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana

dimaksud pada huruf e, formulir ditandatangani oleh Anggota

KPU Provinsi NTB dan Saksi yang hadir yang bersedia

menandatangani.

g. KPU Provinsi NTB menyerahkan salinan formulir sebagaimana

dimaksud pada huruf e dengan menggunakan tanda terima

formulir Model DCS-KWK kepada:

1) Saksi; dan

2) Bawaslu Provinsi NTB.

h. KPU Provinsi NTB menyampaikan salinan Keputusan KPU

Provinsi NTB tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dalam

bentuk naskah asli elektronik (soficopg) hasil kepada KPU

pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil

rekapitulasi.

i. KPU Provinsi NTB menetapkan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur NTB Tahun 2018.

j. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018
sebagaimana dimaksud pada huruf i ditetapkan dengan

Keputusan KPU Provinsi NTB.
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k. Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara sebagaimana

dimaksud pada huruf j digunakan sebagai dasar penetapan

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
1. KPU Provinsi NTB menyampaikan salinan dokumen

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat provinsi

dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopg) hasil scan

kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan

keputusan hasil rekapitulasi melalui Situng meliputi:

1) formulir Model DC-KWK;

2l formulir Model DCI-KWK; dan

3) Keputusan KPU Provinsi NTB tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

m. KPU Provinsi NTB mengumumkan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara yang tertuang dalam formulir sebagaimana

dimaksud pada huruf e di papan pengumuman dan/atau laman

KPU Provinsi NTB atau tempat yang mudah diakses oleh

masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

n. KPU Provinsi NTB menyampaikan salinan berita acara

rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud

huruf c angka 5) dan angka 6) dan Keputusan sebagaimana

dimaksud pada huruf j angka 2) kepada KPU dalam bentuk

naskah asli (lmrdcopg) dengan mempertimbangkan jangka

waktu pengajuan pennohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di

Mahkamah Konstitusi.

Penyelesaian Keberatan

a. Saksi atau Bawaslu Provinsi NTB dapat mengajukan keberatan

terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara kepada KPU Provinsi NTB apabila terdapat

hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Provinsi NTB,

KPU Provinsi NTB wajib menjelaskan prosedur dan/atau

mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir

Model DBI-KWK.
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c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Provinsi

NTB sebagaimana pada huruf a dapat diterima, KPU Provinsi

NTB seketika melakukan pembetulan.

d. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada hurr.rf c dilakukan
dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka

yang benar dalam formulir model DBI-KWK dan dicatat

sebagai kejadian khusus dalam formulir DC2-KWK.

e. Ketua KPU Provinsi NTB dan Saksi yang hadir membubuhkan

paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud

pada huruf d.

f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan

sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Provinsi NTB

meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB yang

hadir.

g. KPU Provinsi NTB wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu

Provinsi NTB sebagaimana dimaksud pada huruf f sesuai jadwal

rekapitulasi yang telah ditetapkan.

h. Dalam hal rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB sebagaimana

dimaksud pada huruf f disampaikan pada akhir jadwal

rekapitulasi, KPU Provinsi NTB mencatat sebagai kejadian

khusus pada formulir model DC2-KWK.

i. KPU Provinsi NTB wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat

rekapitulasi pada formulir Model DC2-KWK.

j. KPU Provinsi NTB memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu

Provinsi NTB dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan

Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil

rekapitulasi.

k. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf j dapat

berupa foto atau video.

BAB VII

PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR NTB TERPILIH

A. Persyaratan Calon Terpilih

1. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh

suara terbanyak.
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Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama

diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan calon, pasangan calon
terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara
yang lebih luas secara berjenjang.

Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan wakil
Gubernur memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama,

Pasangan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran

perolehan suara yang lebih luas di tingkat kabupatenlkota.
Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada Angka 3 masih sama, Pasangan Calon

terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang

lebih luas di tingkat kecamatan.

Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan

sebagaimana dimaksud pada Angka 4 masih sama, Pasangan Calon

terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang

lebih luas di tingkat desa/kelurahan.

Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa/kelurahan

sebagaimana dimaksud pada Angka 5 masih sama, Pasangan Calon

terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang

lebih luas di tingkat TPS.

Pelaksanaan Penetapan Calon Terpilih

1. KPU Provinsi NTB menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur NTB tahun 2OL8 terpilih dalam rapat pleno terbuka yang

dihadiri oleh:

a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun

2018;

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

c. Bawaslu Provinsi NTB.

2. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan

dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.

3. KPU Provinsi NTB menyampaikan Berita Acara sebagaimana

dimaksud pada angka 2 pada hari yang sama kepada:

a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB;

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan

Pasangan Calon;

c. Pasangan Calon terpilih;

B

jdih.kpu.go.id/ntb



4

5

-32-

d. KPU; dan

e. Bawaslu Provinsi NTB.

Penetapan Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur NTB

tahun 2018 terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan
dalam Keputusan KPU Provinsi NTB.

Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan paling

lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu pengajuan permohonan

perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi berakhir.
Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil
Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan calon
terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan paling lama

3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima.

Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan suara ulang
berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan

Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan
setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang

diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

KPU Provinsi NTB mengumumkan penetapan Pasangan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 terpilih
sebagaimana dimaksud pada angka 1 di papan pengumuman dan

laman KPU, KPU Provinsi NTB melalui Situng atau tempat yang

mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.

BAB VIII

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU

Kabupatenf Kota., KPU Provinsi NTB dapat diulang, dalam hal terjadi

keadaan tertentu sebagai berikut:

a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara

tertutup;

b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat

yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan

cahaya;

c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara

yang kurang jelas;

6.

7

8
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d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan
yang kurang jelas;

e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat

menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

secara jelas;

f. kerusuhan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan; dan/atau

g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat

atau waktu yang telah ditentukan.

Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1,

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan

Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku

mutatis mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada

angka 1, Saksi atau Panwas Kecamatan, Panwas Kabupaten/Kota,

atau Bawaslu Provinsi NTB dapat mengusulkan untuk dilaksanakan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK, KPU

Kabupatenf Kota, atau KPU Provinsi NTB yang bersangkutan.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang sebagaimana

dimaksud pada angka 4 harus dilaksanakan dan selesai pada

tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang

disebabkan oleh kerusuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1

huruf f, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah

hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU

Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi NTB.

Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

ulang tingkat kecamatan, Saksi danf atau Panwas Kecamatan

menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada

formulir Model C-KWK dan formulir Model CI-KWK yang diterima

PPK, PPK melakukan pengecekan formulir Model C1.P1ano-KWK,

Model C-KWK dan/atau Model CI-KWK.

Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada

angka 7 terbukti terdapat kekeliruan, PPK melakukan pembetulan

7
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data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat
pada formulir Model DA2-KWK.

9. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
ulang tingkat kabupatenf kota, Saksi dan/atau panwas

KabupatenlKota menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah
suara pada formulir Model DA 1-KwK yang diterima Kpu
Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan

formulir Model DAl.Plano-KWK dan/atau Model DAI-KWK.

10. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada

angka 9 terbukti terdapat kekeliruan, Kpu KabupatenlKota
melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat
kecamatan dan mencatat pada formulir Model DB2-KWK.

11. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

ulang tingkat provinsi, Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi NTB

menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada

formulir Model DBI-KWK yang diterima KPU Provinsi NTB, Kpu
Provinsi NTB melakukan pengecekan formulir Model DB1-KWK.

12. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada

angka 11 terbukti terdapat kekeliruan, KPU Provinsi melakukan
pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan

mencatat pada formulir Model DC2-KWK.

BAB IX

PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN

PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TERPILIH

KPU Provinsi NTB menya.mpaikan berita acara dan Keputusan

tentang penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

NTB tahun 2018 terpilih kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah

Provinsi NTB.

Penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan 1

(satu) hari setelah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

NTB tahun 2018 terpilih ditetapkan.

Dalam hal terdapat Calon Gubernur, Wakil Gubernur terpilih yang

ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam

pengusularl pengesahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU

1

2
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Provinsi NTB menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Dalam

Negeri.

Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan

pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih meninggal dunia,

berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai

tersangka, KPU Provinsi NTB mengusulkan pengesahan dan

pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan

melampirkan bukti keterangan pada saat pengusulan Pasangan

Calon, meskipun tidak berpasangan.

Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan

pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih ditetapkan sebagai

terdakwa atau terpidana, KPU Provinsi NTB mengusulkan

pengesahan dan pelantikan terhadap Pasangan Calon dengan

melampirkan bukti keterangan bahwa salah satu calon terpilih telah

ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana pada saat pengusulan

Pasangan Calon.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan

keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang

mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat

dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Kabupaten/Kota dapat

memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di ibukota

kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada

Angka 1, PPK meminta persetujuan Panwas Kecamatan dan Saksi

untuk menggunakan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-

KWK yang diserahkan kepada KPU KabupatenlKota dengan

disandingkan salinan formulir Model CI-KWK milik Saksi.

KPU Provinsi NTB dapat bekerja salna dengan Kepolisian Negara

Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara di PPK, KPU KabupatenfKota, dan

KPU Provinsi NTB dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.

5
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4. KPU Provinsi dapat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi

dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara pada tingkat provinsi.

5. PPK dapat bekeda sama dengan Kecamatan dalam penyediaan

fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat

PPK.

6. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

ulang Pemilihan masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU

KabupatenlKota menetapkan kembali PPS dan PPK.

7. Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi NTB dapat

menggunakan aplikasi Situng.

8. Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB

Tahun 2Ol8 diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-

undangan.

9. KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota dapat membuka

kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai

alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.

10. Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada Angka 9

dibuka dengan ketentuan:

a. berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi NTB, Panwas

KabupatenlKota dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan

pembukaan kotak suara;

b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di

persidangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di

persidangan;

d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai

digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti

semula;

e. melegalisasi fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam

huruf b di kantor pos; dan

f. membuat berita acara pembukaaan kotak suara yang

ditandatangani oleh ketua KPU Provinsi NTB dan Bawaslu

Provinsi NTB.

11. Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara di PPK, KPU Kabupatenf Kota, dan KPU Provinsi NTB
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dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang mengenai Pemilihan.

L2. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan

penetapan hasil Pemilihan dalam Pemilihan dengan 1 {satu}

Pasangan Calon berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi NTB

dengan Satu Pasangan Calon, kecuali ditentukan lain dalam

Keputunsan ini.

13. KPU Provinsi NTB menetapkan Pasangan Calon terpilih dalam

Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, apabila memperoleh

lebih dari 50o/o (lima puluh persen) suara sah pada kolom yang

memuat foto dan narna Pasangan Calon.

14. Apabila perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Pasangan

Calon kurang dari atau sama dengan SOV> (lima puluh persen)

sebagaimana dimaksud p a d a Angka 1 3, KPU Provinsi NTB

menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada Pemilihan

serentak periode berikutnya.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 6 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU AKSAR ANSOzu

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Bagian Hukum, teknis dan Hupmas,

a.

6
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: 126 / HK.O3. l-Kpt/ 52 I Prov I lv I 2OL8

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL

P'ENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN

HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA

BARAT TAHUN 2078

JENIS FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN

HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

1. MODEL D-KWK

2. MODEL DI-KWK

3. MODEL D2-KWK

4. MODEL DAA.Plano-KWK

5. MODEL DAA-KWK

6. MODEL DA-KWK

: Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara

Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di

Tingkat TPS.

: Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan

(Model C6-KWK) yang Tidak Terdistribusi.

Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-

KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap TPS

dalam Wilayah Kelurahan/Desa dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Catatan Hasil Penghitungan Suara dari Setiap

TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di Tingkat

Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur.

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

dari Setiap TPS dalam Wilayah

Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur.

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat

Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur.

7. MODEL DAI-KWK
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B. MODEL DA 1 .Plano-KWK

9. MODEL DA2_KWK

10. MODEL DA3-KWK

11. MODEL DA4-KWK

I2. MODEL DAs-KWK

13. MODEL DA6-KWK

14. MODEL DA7_KWK

15. MODEL DB_KWK

16. MODEL DB 1.KWK

17. MODEL DB2-KWK

Catatan Hasil Penghitungan Suara dari Setiap

Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan

Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur,

Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan

dan Penghitungan Suara dari TPS dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara

Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di

Tingkat Kecamatan.

Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara

dan Scrtilikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur.

Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan.

Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur.

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara di Tingkat KabupatenlKota dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

SertilikaL Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat

KabupatenlKota dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur.

Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan

Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur.

BeriLa Acara Penerimaian Hasil Rekapitulasi

Per-ighituingan Suara dari Kecamatan dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

18. MODEL DB3-KWK

jdih.kpu.go.id/ntb



19. MODtrL DB4.KWK

20. MODEL DBs-KWK

21. MODEL DB6-KWK

22. MODEL DB7_KWK

23. MODEL DB8-KWK

24. MODEL DC-KWK

25. MODtrL DC i -KWK

26. MODEL DC2-KWK

27. MODEL DC3-KWK

Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di

TingkaL Kabupaten / Kota.

Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita

Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakii

(]ubernur.

Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara di Tingkat

Kabupaten/ Kota.

Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur.

Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-

KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap

Desa/Kelurahan dalam Wilayah

Kabupaten/Kota dalm Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur.

Berita Acara Rckapitulasi Hasil Penghitungan

Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur.

Sertilikal Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara dari Setiap KabupatenlKota di Tingkat

Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur.

Catatan Kejadian Khusus danlatau Keberatan

Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi

Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi

Penghitungan Suara dari KabupatenlKota

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur.

Daltar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur.

28. MODEL DC4-KWK
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29. MODEL DCS-KWK

30. MODEL DC6-KWK

31. MODEL DC7-KWK

32. MODtrL DC4-KWK

33. MODEL DC4-KWK

Tanda 'lerima Penyampaian Salinan Berita Acara

dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam

Pemilihern Gubernur dan Wakil Gubernur.

Undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan

Suara di Tingkat Provinsi.

Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-

KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap

KabupaLen/Kota dalam Wilayah Provinsi dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi

Penghitungan Sr.rara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur.

Daltar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur.
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MODEL
D-KWK

SURAT PtrNCANTAR

Perihal Penyampaian Berita Aceira
Hasil Pemungutan dan
Penghitungan Suara di tingkat TPS

Yth. Ketua PPK
di-

Bersama ini diteruskan dokumen da-1am pelaksanaan pemungutan
penghitungan suara di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS): Nomor ...... s.d Nomor

Desa/Kelurahan") : .......

Kecamatan : ....,. ..... Kabupaten/Kota *) : ...
Provinsi:......
Jenis Dokumen yang diteruskan terdiri dari :

A. Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi:
No Iiorn'ru lir

1
Model Ci-KWK
Berho

2
Model Ci.Piano-KWK
Berholograrn

J Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi da_lam
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

4 Model C3-KWK Surat Pernvataan I)endamping Pemilih

5 MocielC5-KWK
'l'anda Terima Pen.r,armpaian Salinan Rerita Acara, meliputi:
Moclel C-KWK, dan Moclel C 1-KWK kepada Saksi dan PPL/ Pengawas
TPS.

6 Model C6-KWK Surat Pemberital'rLran Penungutan Suara kepada Pemilih
Model CT-KWK Daftar Hadir Pemilil'i rli'1'PS

8 Model 43-KWK Salinan Daftar Pcn'rilil-i'l'etap (DPI')
9 Model A4-KWI( Salinan Daftar Pemilih Pindahan (llPPh)
10 ModelA5-KWK Surat Keterangan Pindah Memilih di'l'PS lain

11

B. Surat suara yang digunakan, surat sua.ra tidak terpakar, dan surat suara rusak/salah
coblos.

Dokumen sebagaimana dimaksud diatas beserta alat kelengkapan TPS lainnya dimasukkan ke
dalam kotak suara dalam keadaern tersegel.

Demikian untuk disampaikar, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

suara dan

Model A.Tb-KWK
Daftar Pemilih '['anrbahan (Df,Tb) bagi pemilih -yang memberikan
hak pilih di TPS menggunakan Kl'[) tllektronik atau Surat
Kcterangan.

YANG MENYERAHI{AN, YANG MENERIMA,

i

lJerita Acnra Pernungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

Sertrfikat I-lasil Per-rghitungan Perolehan Suara di TPS.

I Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.

I

I

7. I
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MODEL
D 1.KWK

BERITA ACARA
PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN (MODEL C6-KWK)

rANG TI DAK TERDISTRI BUSI.

Bersama ini disampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih

(Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan

suara di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :Nomor

Desa/Kelurahar-r *) : .....,

Kecamatan : ..... ..

Kabupaten/Kota *)

Provinsi:

Jumlah C6-KWK,vang dikembalikar-r

1. Meninggal dunra

2. Pindah alamat

3. Tidak dikenal

4. Tidak dapat ditemui

5. Lain-lain

.... Lembar

lembar

lembar

lembar

lembar

lembar

YANG MENYBRAHKAN,
KPPS

YANG MENERIMA,
PPS

Nama Lengkap Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu;

Keterangan :

Formulir D1-KWK dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap:

a. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPPS; dar-r

b. 1 (satu) rangkap untuk PIjS guna diteruskan kepada I{PU Kabupaten lKota melalui PPK
bersama-sama hasil penghitungan suara dari TPS.
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BERITA ACARA
REKAPI'IULASI HASIL PENGI-IITUNGAN SUARA

DI TINGKA'I' KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2OIB

MODEL
DA-KWK

...... tahun , Panitia
mengader.kan rekapitulasi hasil

Pada hari ini .... tanggal
Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan
penghitungan suara bertempat di: ........

bulzrn

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pcmilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati
dan Wakit Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta

diawasi oleh Panitia Pengawas Pernilihan Kecarnatan . ....... untuk melaksanakan

rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubcrnur dar-r Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil

Bupati/Walikota cian Wakil Wzrlikotat *).

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan sLlara, diiakukan penjumlahan data-data :

a. dari TPS diseluruh Desa/Kelurahan deilam wilayah Kecamatern dniam formulir Model C-KWK dan

Model C1-KWK, serta dituangkan dalam formulir Model DAA-KWI( dan Model DAA.Plano-KWK.

b. dari seluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model DAA-KWK dan

dituangkan dalam formulir Model DAl-KWK dan Model DAl.Plano-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat cialam ....... (..... .) rangkap dan masing-masing rangkap

ditandatangani olch Ketua dan Ar-igg<;ta PPK serta Saksi yang hadir.

Berita Acara ini disampaikan kepada:
1. 1 (satu) rangkap didalam kotak untuk KPU Kabupaten/Kota*);
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecermatan;
3, ...(.. ..) rangkap untuk Saksi Pasangan Calon;
4. 1 (satu) rangkap untuk di Kecamatan.

NAMA DAN 'IANDA TANGAN PANITIA PENIILIHAN KECAMATAN

NAMA DAN TANDA'IANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1 2

Nama Saksi Nerma Saksi

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

No. Nama Jabatan Tanda Tangan

I Ketua
1

-) Anggota
2

-J Anggota -J

4 Anggota
4

D Anggota

I

J..
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KECAN,lA'I'AN
KABUPATEN/ KOTA*)
PROVINSI MOI)t.]I, t)Al.PI,ANO tiWK

Ilaluran 2

RINC]IAN PEROI-IJHAN SUARA I'ASAN(}AN (IAI,oN

RINCIAN
N() NNMA PASANCiAN CAI,()N

.,t_rNil 1H
PI NDAIlAN

I )l;s^/ KEt, i )l;sA/ KEL tf T;SA// KEI- DI.JSA/ KEL DF:SA/KI). Dl-tsA/ KrjL t)I.;sA/ IiEr_ I )l.:Sn / KLt_ I)IJSA/KEL r)EsA/Kral, DESA/ r{Er_ r)LisA / Ki'l_ I )t;sn / Kl.:t.
.IUMI,AI] I''NI)N I]AN

4

I NAMA I'ASAN(IAN (]AI,0N

) NAMA PASAN(}AN Ci\I.()N

tl .II \1i ,\Ii SI.]I-L]RI]TI SUARA SAII

.ILiN1i,,1I 1 SLIARA Ii)AX SAII

I).
.,LII\TI,,,\TI S!]I,URUH SUARA SA}I I)AN SI'ARA TIDAK
SAll ( tj+(l )

NI)A TANGAN

I {Naul srtksr) 2. (Nanra vrl<si)

I

('lirrrriir f ;urgal) ('liilr(l?r langan)

TAN SAKSI

I
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MODEL
DA2-KWK

CATATAN KtrJADIAN KHUSTJS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN

REKAPITULASI I-IASIL PDNGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT
KECAMATAN DALAM PtrMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR NUSA TtrNGGARA BARAT
TAHUN 201B

Kecamatan

Kabupaten/Kota *)

Provinsi

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Saksi*) sebagai berikut

YANG MENGAJUKAN KEBtrRATAN

SAKSI,

PANITIA PT' MILI HAN KtrCAMA'IAN,
KtrTUA

*) Coret yang tidak Perlu

Keterangan :

1, Apabila terdapat KejadianKhusus, clicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK;

2. Apabila terdapat pernyataan Keberctlan" saksl, dicatat oleh saksi dan clitandatangani bersama oleh Saksi

dan Ketua PPK pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkal. Kecamatan;

3. Apabila tidak terdapaL Kejaclian Khusus clan/atau pernyatitan Keberatctn saksl, rvajib dicatat dengan

kalimat 'NII{IL dan ditandatangairi olch l(ctua PPK'

jdih.kpu.go.id/ntb



MODEL
DA3WK

BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

DARI TPS DALAM PtrMILIHAN GUBBRNUR DAN WAI(IL GUBERNUR
NLJSA TENGGARA BARAT TAHUN 2OIB

Pada hari ini tar-rggarl ...... bulan.,....... tahun...... ...,., Panitia
Pemiiihan Kecamatan menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Hasil Pemungutan
dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dari:

TPS
Desa/ Kelurahan*)
Kecamatan
Kabupaten/ Kota*)
Provinsi

ModelA.'lb-liwK

PANITIA PtrMUNGUTAN SUARA
(Desa/Kelurahan *) ......

(NAMA LtrNGKAP)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

s/d Nomor

Daltar Pemilih'i'atnbahan (DI/lb) bngi pemilih 1'ang memberikan
hak pilih di'lPS rnenggunakatr KTP ltrlektronik atau Surat
Kt:

PANI'f IA P}'MILIHAN KtrCAMA'fAN
(Kecamatan

: Nomor

yaitu berupa

Dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari:
A. Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi

No Formulir Keterangan

llcrita Acara Pemr-rngutan datr Penghitungan Suara di I'PS
1

Model C-KWK
Berholoqrqnr

Model Cl-l(WK
Berholoqram"

Sertifikat Hzrsil Penghitungan Perolehan Suara di TPS

2
Model Cl.Plano-KWK
Berhologrant

Catalan Hasil Penghitr-rngan Peroleharn Suara di TPS

.) Model C2-KWK
Catatan Kejadian Khusus dani atau Keberatan Saksi dalam
Pelaksanaan Pemungutan dan Pengkri Suara di TPS

4 Model C3-KWK Surat Pernyataan Pendamping Pemillfr

5 Modr:iC5-KWK
'l'anda Terima Penyarrrpaian Salinan Berita Acara, meliputi:
Moclel C-KWK, dan Model C1-KWK kepada Saksi dan PPL/Pengawas
't'PS.

Model C6-i(WK Surat Pemberit.ahuan Pemu tan Sr-rara da Pemilih

Mociel CT-KWK Dnftar Hadir Pemilih di TI']S
6

7

8 Model A3-KWI( Saiinan Daitarr Pemilih Tetap (DPT)

9 Model A4-KWK Serlinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)

10 Modei A5-KWK Surat Ke r-r Pindah Merrlilih di'l'PS lain

11

B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/saieih coblos'

Dokumen sebagaimana dimaksud diatas beserta alat kelengkapan TPS lainnya dimasukkan ke

dalam kotak suara dalam keadaan tersegel'

Demikian Berita Acara di buat dan masing-masing di tandatangani oleh Anggota PPS dan Anggota
PPK.

Yang Menyerahkan Yang Menerima

L irll
l)l)K

(NAMA LIINGKAP)

jdih.kpu.go.id/ntb



O lil

aI MODEL
DA4WK

SURAT PtrNGANTAR

Perihal Penyampaian Berita Acara
Hasil Rekapitulasi pcnghitungarr
Suara di Tingkat Kecarmatan,

Yth. Ketua KPU Kabupaten/Kota *)

di-

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh
Panitia Pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan : ...

Kabupaten/Kota ") : ...... provinsi 
:

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara terdiri dari
Kotak Suara Hasil Rekapitulasi pengh itungan Suara, meliputi*") :

Model DA-KWK
Model DA 1-KWK
Model DA7-KWK

Modei DAA-KWK
Modcl DAl.Plano-KWK

Model DAA.Plano-KWK
Model DA2-KWI(

Kotak Suara berisi data Pemilih dan Daftar
Salir-ran DPT (Model A3-KWK)

Kotak Suara hasil Pengh ilungan Suara di TpS, meliputi**)
Model C-l(Wl( bcrhologram
Model C 1-liWK berho.logram

Dihimpun per-desa (kelurahan)

Model C J.Plano-KWI( berhologran
Model C2-KWK

Hadir TPS, meliputi*")
DPPh (Model A'4-KWK)
Daftar hadir (Model C7-KWK)

at l<elengkapan'lPS, meliputi**):

YANG MENERIMA,
KPU KABUPATEN/KOTA *)

DFrIb

Dihim

(Model A.Tb-l{WK)

n r-de sa kclure[en)
Kotak Suara be risi surat sLrara dan al

Surat suara semua TPS
Formulir di tingkat TPS

Dokumen sebagaimana tersebut beracla di dalam kotak suara yang tersegel

(NAMA LENGKAP)

*) Coret yang tidak perlu
n*) Contreng pada kotak yang disedierl<an (v)
Catatan :

YANG MtrNYtrRAHKAN,
PANITIA PEMI LI HAN I(trCAMATAN

(satu) rangkap r-rntuk PPK.
(satu) rangkap untuk I{PU KabupiiLcn/Kota

1. 1

2. I

i

)

3

4

(NAMA LENGKAP)

I

I
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MODEL
DA5WK

TANDA'l'trRlMA
PtrNYAMPAIAN SALINAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBtrRNUR NUSA TtrNGGARA BARAT

TAHUN 2OIB

KECAMATAN
KABUPATEN/ KOTA *)

PROVINSI

No Nama Tanda tangan

1 Nama Pasangan Calon

2 Nama Pasangan Calon

J Pzrnw'as Kecamatan 3

Yang Menyerahkan
Ketua PPK.

(Nama Lengkap)

Saksi dari Pasangan Calon 
i

| 7na"lr'as l<ecamatan 
I

)

jdih.kpu.go.id/ntb



IiDCAMATAN
KAtJUPAl'I'N.
PROVINSI

I'N N ITIA PtrMILITIl\N I(I]CAMAI'AN
MODEL

DA6-KWK

J1
1'elp

Perihal Undangan Rapat Rci<apiLr_rlasr
Hasil Penghitungan Suara
Di Tingkat Kecamatan.

Yth. 1. Ketua dan Anggota ppS Di
Wilayah Kecamatan ........,.

2. Saksi Paszrngan Calon.......
3. Panitia panwas Kecamettar-r

di-

Panitia Pemilihan Kecamatan mengundang untuk hadir pada rapat plenorekapitulasi penghitungan suara Pemilihan ilubcrnur clarn wakil Gubernur / Bupati danWakil Bupati / walikota dar-r wakil walikota *) di tingkat kccamatan yang dilaksanakanpada:

Hari
Tanggal
Pukul
Tempat/Alamat

Dengan ketentuan sebagai berikut :

a' Setiap Saksi pasangan calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) pasangan
Calon.

b' Saksi yang hadir n'ajib membawa dan mcnyerahkan undangan rapat serta suratmandat yang ditandatangani oleh Pasarngain Calon atau Ket,.ru ii- Kampanye tingkatkabupaten/ kota kcpada ppK.
c. Pasangan calon dapat mengajukan saksi paling banyak 2 (dua) orang.d' Apabila Rekapitulasi dilakukan secara paralcli, Pasangan Calon dapat menghadirkan

Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap k"elompok yan; bertugas secarabergantian.

PANITIA PtrMI LI HAN KECAMATAN,
KETUA

Tembusan:

Ketua I(PU Kabupaten/Kota x)

(Narna Lcngkap)

jdih.kpu.go.id/ntb



MODEL
DA7-KWK

DAFTAR HADIR PtrStrRTA RAPAT RtrKAPIT'ULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBtrRNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2OI8

Kecamatan

Kabupaten/ Kota

Provinsi

No Nama
INSTANSI / LtrMBAGA

/ ORGANISASI
TANDA TANGAN

Tanda Tangan
Ketua PPK

I

I

I -t
I

i

I

(
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MODEL
DB.KWK

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PtrNGHITUNGAN SUARA

DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PtrMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun
, KPU Kabupaten/Kota *) .... ....... melaksanakan rapat pleno

rekapitulasi penghitungan suara Pcmilihan Gnbcrnur Dan Wakil Clubernur / Bupati Dan Wakil
Bupati / Walikota Dan Wakil Walikota n) bertempat di :

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan (iubernur dan Wakil Gubernur/Bupati
dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*.) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta
diawasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kotan) .. untuk melaksanakan
rekapitulasi hasil penghitungan sLlara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota n).

Dalam rapat rekapitr.rlasi hasil penghrtungan suara, dilakukan penjumlahan data dari seluruh
kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota") daiam formulir Model DAI-KWK, serta dituangkan
dalam formulir Model DBi-KWI(.

Demikian Berita Acara ini dibuat da.lam , ( ..) rangkap yang masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabuparten lKota *) serta Saksi dari Pasangan Calon
yang hadir.

Berita Acara ini disampaikan kepada:
1. 1 (satu) rangkap didalam kotak untuk KPU Provinsi;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/KoLa*);
3. . ( . ..) rangkap untuk Saksi Pasarngan Czrlon;
4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota'*).

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

NAMA DAN'I'ANDATANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1 2

Nama Saksi Nama Saksr

Catatan :

n) Coret yang tidak perlu

No Nama Jabatan Tanda Tangan

1 Kctu e-r

2 Anggota
2

a.) Anggota
3

4 Anggota
4

5 Anggota
5

I
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KAI]UPATEN/ KO'TA")

PROVINSI

MODEI-I)T]i KWK
Ilatam:in 2

NO I JTIAIAN RIN(]IAN

DAl'A I)I-]N(iGUNAAN SU RA'I'.SUAI(A JIJMI,AII
IINil[AN

'riil (E(]A\4 {TAN tixi\11,1r'AN l\l:(',lll.r"lN trlt,\Nlnlr\N f,ECi M 

^l 
r\N []titatrltTAN KE(]AA{ATAN iiilcA\11 1:\\ IiECAMATAN . r,r\iti l(ftcANlAl.\N KECAMN]AN 'I r l

. ,., I ii

sur.rl suarir Yang diterim:r tcrflrlsul(

Jumlah surat suara dil<embalikan olclr p.milih kdena
rusak de/arau keliru col)ios

,ItrnrLah sur;rl sLr:rr:rr.ug lrl.rl:,liqirir; k,ri I( r r):rrsrrk

sisa surat sui{a cadangtul

.Julrtlal su.at su:ra ymg digunr{ia!l

Ni) U II.\I,\N IilNCt.\N

l)
RiNCIAN PflR()l-lil1.\N sl 1lI\ l',qs.\N(l.\N

( r\1.()N
.l rMl_Atl

PINTJAHAN

f:lj( 
^11.\T1N

KI]'AMATAN t{Ii( ANIATiN f,[. A11,\1iN K I:I 'A M A-IA N f:ri. \NlAr \N IiI]CAMA-IAN tiu(:r \M1T,1N IiF]CAMATAN I

N.\l\iA; ,\SAil(:,\\ | r1. ir\

\AMA;) \r\ljirA\( l' i \l

'i'\i.s, , I !r'\i,,\:,\l

, JUMI-AH SUARA'llDAI\ SAi !

, r i, ;\'il-Ai I S i : I i I iili i i I Sl iAll 1 -s,ii i i )A i! : i l'\ I \, i I )Ai
:iAii (ia I i.l

NAN4A I ANI)A 'fAN(]AN KPU

t. t.l t.,
I

'].ANI )A ]'.\N(iAN SAIiSI PASANCIAN

t lNarn;, saksrl

1'landa kngarll iIa)1(la langai)
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Olil I

!
MODEL

DB2-KWK

CATATAN KE.JADIAN KFIUSUS DAN/A'I'AU K}'BERATAN SAKSI
DALAM PtrLAKSANAAN REKAPITUI,ASI HASIL PENGHITUNCAN SUARA DI TINGKAT KABUPATtrN/KOTA

DAI,AM PDMIi.IIIAN GUI]t'ItNUIR DAN WAKII, CiUBERNUR
TAHUN 2018

Kabupaten/Kota *)

Provinsi

Kejadian khusus dan/atau pernyataan l<r:treratan oleh saksi sebagai beril<r-rt **)

YANG MtrNGAJUI(AN KEBERATAN

SAKSI,

KOMISI PtrMII.II-IAN UMUM
KABUPA',IFjN/ KOTA.)..

KtrTUA

*) Coret yang tidak Periu

Keterangan :

1. Apabila terdapat Kejadian Khustrs, clicatat dan rlitandatangani olch Kctua KPU Kabupaten/Kota;
2. Apabila terdapat pernyataan Keberrilcut SaA.sl, dicatal. oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi

dan Ketua KPU Kabupaten/Kota pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten lKota;
3. Apabila tidak terdapat Kejaclian Khusus dan/atau pernyataan Keberqtqn Saksl, wajib dicatat dengan

kalimat'NIHIL dan ditandatangani oleh Ketua Kabupatcn/Kota.

jdih.kpu.go.id/ntb



bir I
a

MODEL
DB3-KWK

BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

DARI KtrCAMATAN DALAM PtrMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

Pada hari ini .... tanggal ... ...... bulan .... ..... tahun.....,....,
KPU Kabupaten/Kota menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dari :

Kecamatan
Kabupater-r/Kota *)

Provinsi

yaitu berupa :

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara terdiri dari

Kotak Suara berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS, meliputi**):
a. Surat suara semua TPS
b. Formulir di tingkat TPS

Dokumen sebagaimana tersebut berada di dalam kotak suara yang tersegel.

Yang Mer-ryerahkan Yang Menerima

PANITIA PtrMILI FIAN KITCAMATAN
(KECAMATAN.... )

(NAMA t,ENGKAP)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu
**) Contreng pada kotak yang disediakan (ri)

KPU KABUI]ATtrN KOTA
(KAIIUPATTIN / KOTA.). . .

(NAMA LiTNGKAP)

1 Kotak Suara Hasil Rekapitulasi penghitungan Suara, meliputi**)
Model DA-KWK
Model DA 1-KWK
Model DA7-KWI(

Model DAA-l(WK
Model DAl.Piano-KWK

Model DAA.Plano-KWK
Model DA2-liWK

2

3

Kotak Suara hasil Penghiturngan Suara diTPS, meliputi
a. Model C-I{WK berhologram
b. Model C1-KWK berhologram

Dihimpun per-desa (kelurahan)

Kotak Suara berisi daita Pc'n-rilih dan Dal'tar Hadir TPS, meliputi:
a. Salinan DPT (Model A3-KWK) c. DPPh (Model A4-KWK)
b. DPlb (Modcl A.l'b) d. Daftar hadir (Model C7-KWK)

r-desa kelurahanDihim

c. Model C l.Plano-KWI{ berhologran
d. Model C2-KWK

4

..rl

l\irl) l'.oll
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MODEL
DB4-KWK

SURA'I PtrNGANTAR

Perihal Penyampaian Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Penghitungarn
Suara di Tingkat KabuperLen/liota

Yth. I(etua KPU Provinsi/KIP Aceh'*)

di-

Bersama ini clisampaikan clokumen rekapilulasi penghitungan suara oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota

di:

Kabupaten/Kota *)

Provinsi

Dokumen dalam pelaksanaan rekapitulnsi penghiturlgan suara di tingkat Kabupaten f Kota, terdiri dari

1

Model DBl-KWK
2 Model DB2-KWI(
J Model DB3-KWK
4 Model DB5-KWI(
5 Model DB6-KWK
6

ModelDB-KWK

Model DBT-l(WK

Dokumen tersebut pada Angka 1 sampai dengan angka 6 berada cii dalam sampul yang disegel dan
dimasukkan kedalam kotak suar€i,vang dikunci dan discgel.

YANG MENYERAHKAN,
KPU KABUPATBN/KO't'A

(KAIIUPATEN/r(O'l'A *) ... .

(NAMA LtrNGKAP)

*) Coret yang tidak perlu

YANG MtrNtrRIMA,
KPU PROVINSI

(NAMA LtrNGKAP)

jdih.kpu.go.id/ntb



MODEL
DB5-KWK

TANDA TtrRIMA
PENYAMPAIAN SALINAN BERITA ACARA DAN SERTIF'IKAT REKAPITULASI HASIL

PENGHITUNGAN SUARA DI '|INGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN
GUBtrIRNUR DAN WAKIL (}UBE]RNUR NUSA']'trNGGARA BARAT

.IAHUN 2018

KABUPATtrN/KOTA.)
PITOVINSI

*) Coret yang tidak perlu

Yang Menyerahkein
Ketua KPU Kabupaten/ Kota

(Nama Lengkap)

No Nama Saksi Pasangan Calon/Bawaslu
Kabuperler-r/ l(ota Tanda tangan

1 Nama Pasangan Calon 1

2 Nama Pasangan Calon 2

3 Bawaslu lr.abu paLerr / l(ota 3.,....

jdih.kpu.go.id/ntb



I{PU I(ABUPATBN/I(OTA

'l'e1p

MODEL
DB6.KWK

KABUPATI'N/KO'|A
PROVINSI.......... ..,..
Jl.....

Nomor

Perihal Undangan Rapat Rekarpitulasi
Hasil Penghitungal Suara
Di Tingkat Kabupaten/ Kota.

Yth. 1. Ketua PPK
Di Wilayah Kabupaten / Kota*)

2. Saksi Pasangan Calon.......
3, Bawaslu Kabupaten/ I(ota*)

di-

KPU Kabupaten/Kota *) ,.... mengundang untuk hadir pada rapat pleno
rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan
Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota *) di tingkat Kabupaten/Kota yang
diiaksanakan pada:

Hari
Tanggal
Pukul
Tempat/Alamat

Dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Setiap Saksi Pasangan Calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan
Calon.

b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat
mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat
kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten I Kota.

c. Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan
ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara.

KOMISI PTJMILIHAN UMUM
I(At3UPATBN/ KOTA.)..

K tr']'U A

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan:

Ketua KPU Provinsi ......

(Narna Lengkap)

jdih.kpu.go.id/ntb



MODEL
DB7-KWK

DAFTAR HADIR PEStrRTA RAPAT REKAPITULASI
PENGHITUNGAN PEROLI'HAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKII- GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2O1B

Kabupatenf KoLa

Provinsi

Nama INSTANSI/ LEMBAGA
ORGANISASI

No TANDA TANGAN

i

I

I

l
l

Tanda Tangan
Kctua I(PU PROVINSI

I

I

I

I

I

I

( .....)

jdih.kpu.go.id/ntb



HASIL REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C6.KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2018
(dirsi berdasarkan for nrulir Model D2-KWKJ

TANGGAL/BUI,AN/TAHUN
KABUPATEN/KOTA*) :

PROVINSI

MODET DB8.KWK

Halaman 1

N() KtiTI'RAN(;AN RIN(]IAN

RINCIAN PIINCII M IlAt-lA N Iro RFvIUI-lR C6
r)EsA / Kt.:t. r)EsA/KU- r)r-.sA/Kr-_r. DrtsA/Kt-:t, DESA/KEr. DISA/KI:1. DLSA/KI.]L Dt-tsA/ KFit. r)l,s^ / K Lt. l)risA/ Krir. DFrSA/Kr-r. D F:SA / KEL DESA/KEI, DESA/ KEI, DI]SA/KEL ,UMI,AH

PINDAHAN
i 4 5 6 7 1l 1(J 1l 12 t3 1,1 15 16 1.7 1tl

I MENIN{;(;AI- I)IINIA

PINDAH AI,AMA't'

lIt)AKI)iKENAI-

t 1-IDAK I)APAI I)I'I'I]T{(,'I

5 LAIN I-;1lN

JTJMI-AH RINCIAN PI'R.DI'SA/KLt,LIRAHAN

NAMA/TANDA 1'ANGAN KPU KABUPATEN/KOTA

1 3

I

jdih.kpu.go.id/ntb



KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

MODEL DB8.KWK
Halaman 2

NO. KETERANGAN RINCIAN

RI N(]I A N P I' NGEMBALIAN F-ORMU LI R C6
Dt:sA/KIL r)Esn / K t:t. r)r,sA/KEL DESA/KEI, D[:SA/Klil, DESA/KEL DESA/KEI, r)FlsA / K r.;r. nEsA/KEL DESA/KEL DhSA/KEl, rrESA/Kgr. DttSA/KIrl. DESA/KEL Dr-rsA/KEL JUMLAH

PINDAHAN

1 2 4 5 7 tl (, 10 11 12 13 14 15 16 11 1B

I MENINGGAI, t)IJNIA

2 I'INDAH AT-AMAT

,]-I DAK DI KENA I,

,1
.f II)AK I)APAI I)I'f T]M(JI

LAIN I,AIN

II' NI I-A II RI NCTAN I'I]R.DESA/KF]LIJRA HAN

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPA'I'EN/KOTA

I 2 3 .+

I

I

I

jdih.kpu.go.id/ntb



KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

MODEL DBS.KWK
Halaman 3

NO. KETI]RANGAN RINCIAN

ttINCIAN PENCEMBALIAN I'ORMIJLIR C6
DESA/K[,L DESA/KEI, DESA/KEL Dr:lSA/Ktjl- DI'SA/KEL DESA/KET, DESA/KEI, DESA/KEL DESA/KEI, DESA/KEL DESA/KEL DESA/KEl_ nEsA/KEL r)llsA/K!.r- r)[iSA/KEL

'UMLAH 
AKHIR

1 2 4 () 10 11 12 1,,1 L6 11 1B

1 MENINGGAT, DIJNIA

2 PINDAH AI,ANIAl'

,I'IDAK DIKENAI-

4 1'il)AK t)APAl' I)tl t.Mtit

5 I,AIN I-AIN

J(II\{I AH RINCIAN PER.DESA/KI]I,I]RAHAN

NAMA/TANDA 1'ANGAN KPU KABUPATEN/KOTA

1 2 3 1

I

7 B 13 15

jdih.kpu.go.id/ntb



Pada hari ini tanggal ....

, K;u pr,rui,-,"i

penghitungan suara Pemilihan Gubernur

MODEL
DC-KWK

bulan tahun
. melaksanakan rapat pleno rekapitulasi

Dan Wakil Gubernur bertempat di

BBRITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 20 18

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disaksikan
oleh saksi Pasangan calon, serta diawasi oleh Bawaslu provinsi
untuk melaksanakein rekapitulasi hasil penghilungan sueua Pemiliharl Gubernur dan Wakil
Gubernur.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data dari seluruh
Kabupaten lKota dalam wilayah Provinsi dalam formr-rlir Model DB1-KWK, serta clituangkan daiam
formulir Model DC 1-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat cleilam ( ..) reurgl<ap yang masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Ar-rggota I{PU Provinsr serla Saksi dari Pasangan Calon yang hadir.

Berita Acara ini disampaikan kepada:
1. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
2. (. ...) rangkap untuk Saksi Pasangan Calon;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi.

KOMiSI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

I 2

Nama Saksi: .. Nama Saksi:

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

No Nama Jabalan Tanda Tangan

Iie tu ar

I

2 Ar-rggola
2

J Anggota
3

4 Anggota
4

5 Anggota
5

1.

jdih.kpu.go.id/ntb
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MODEL DC' 1 .KWK
Ilalaman L.--...

I'R( )VINSI NUSA TI,N('iGARA I]ARA]'

N() T]RAIAN RIN"CIAN

DA'lA PEMII,IH DAN PENGCUNAAN itAK PII-II] .JU Nl I-A H

PINDAIL\N
K.*i/ KO1'A KNI/ KOl'r\ KAB/ KOI-A K {B/ KO',l'A (.18/ K()TA KAR/KO'fA r{,s / KoTA KS/ KOTA K.{t/ K(ri1 K.{}1,/KO1A li lll/KOl \ KAB/ Ko',r.\ f,AB/KOTA K.&B/KOTA n r\1l.tH

4KIIIR/PINDAI hN

I lo \2 t3 t4 Li) lar 1a

A.l i)A-iA ITEMILILI

1 . :r.-:nilih Dalam t)Pi' IModel A t (VJKI
I,Ii
I>_rt

.JMI-

2. l'emilih daLam DPP|1ll,lod."l A4 Kwf:)
Lii
l,R

.JMI-

.l 1'emilrh d.rlam llPl l).1K1P-.1/
Sirrat Kraerangan lltl,tlel.\.1 1, i:VJ]{l

i,ti
I'lr

.]MI,

r j,,:i:i,l: lr'niili;r{11' ll
JN: I,

,):t)i( 11 l 1 :i.. 't.ll
i,]i
I,F

. I N41.

). ir'11gsu:a haii pililr riaiarr I )i'l't:
i,N
l,R

.]MI,
Ir':rSgr:na ir:ri piliir, la1;,nr

r );'l't,/i)cr)B*u!rir li I i' ei,/

''s:r: ir1 i\.r1(,r'ririiriil

l.ii
l,R

.]MJ-

t,Fl

]IUI

N( ) U]TAIAN RINCIAN

il i )A'l 1 i'l'll\'1i;,1i i i )iSAlll ;-i': AS,' i'i iN),\Nl,AN( : 1,\( rYl'
.,r r Nl 1.1 !

PINTJAL]AN

( 1B,i {i()l'A k \ll/ {( )'l ,\ tiltJ/((ri \ i\ 1i l/ iiaII \ K,\B/ KO-iA KAil/ t(o] A ti\ll/h()-l \ KllJl(a)l 1 ii.\ll,/ K()TA ( {l/(. )1'{ k1,J./li(Il \ (AR./K()t { (llr/i\()l c

l-k

]MI

ir-nr:irl. Lirsalritr:s/ yurr r,:rir:11,,,, ::r r Ir.q
rrr, rrt:tirirkri:r h.i( I)iirl:

i -ti
t,ti

.,iN,l I

NAN.tn,/]'ANDA ]'AN( JAN I\I'U PRo\TINSI

) I

L (Nama saksi) 2. lN.rma saksil

L i;iil(h lr::r!!irrl ('l anda langanl

I

I
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bua
i

CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KF]BERATAN SAKSI DAI,AM PELAKSANAAN

RTKAPiTULASI PtrNGFIITUNGAN SUARA
DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMII,IHAN GUBBRNUR DAN WAKIL GUBtrRNUR

NUSA TNGGARA BARAT'IAI-IUN 201B

Nusa'lenggara Barat

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Snksi sebagai beril<ut **)

MODEL
DC2-KWK

}(ON41S1 PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT,

KETUA

Provinsi

YANG MtrNGAJUKAN KF]BT'ITA'I'AN

SAKSI,

LALU AKSAR ANSORI

*) Coret yang tidak perlu

Keterangan :

1. Apabila terdapat Kejctdicrn Khustts, <.licatal dan ditandatangani oleh Ketua Provinsi;
2. Apabila terdapat pernyataan Keberotctrt Saksi, dical,at oleh Saksi clan clitandatangani bersama oleh Saksi

dan Ketua KPU Provinsi pada saat clile.rkukan rekapitulasi dl tingkat Provinsi;
3. Apabila tidak terdapat Kejadian Khusus clan/ertau pernyataan Kebe-ratall Saksl, u,ajib dicatat dengan

kalimat'NIHIL dan ditandatangani oleh l(etr-ra Provinsi.

jdih.kpu.go.id/ntb



BERITA ACARA
PENERIMAAN FIASIL REKAPITULASI PENGHII'UNGAN
SUARA DARI KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA 'I'ENGGARA BAtiAT'I'AHUN 20 1B

MODtrL
DC3-KWK

Pada hari ini tanggal tahun
KPU Provinsi menerima dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari

Kabupaten/Kota *)

Provinsi Nuser Tenggarra Barat

yaitu berupa :

Model DB6-KWl(

Model DB7-liwK

Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dcngan angka 6 berada didalam
sampul yang disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

bulan

Yang Menyerahkan

KPU KABUPATITNi KOTA

(NAMA T,trNGKAP)

Catatan :

*) Coret yang tidak periu

Ynng Menerima

KPU PROVINSI
NU SA'I'IJNGGAITA BARA'|

LALU AKSAI? ANSORI

I Model DB-KWK

Model DB 1-KWK

2 Moc1e1 DB2-liwI(

3 N4odei DB3-KWK

4 Model DBS-KWK

5

6

(rp
KPLI

PIi.OVINS I

I

I
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MODEL
DC4-KWK

DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPI']'ULASI PENGHITUNGAN

SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 20 18

Provinsi Nusa Tenggara Barat

No Nama
INSTANSI / LtrMBAGA/

ORGANISASI
TANDA TANGAN

Tanda Tangarn
Ketua KPU Provinsi

(LALU AKSAR ANSORI)

I

.IL \1 t-ll I

I

jdih.kpu.go.id/ntb



MODEL
DC5-KWK

TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN SALINAN BERITA ACARA DAN StrRTIFIKAT REKAPITULASI HASIL

PENGHITUNGAN SUARA Di TINGKAT PROVINSI DALAM PtrMILIHAN GUBtrRNUR DAN
WAKIL CiUtsERNUR NUSA'ftrNGGARA BARAT

TAHUN 2018

PROVINSI : NUSA TtrN GGARA BARAT

Yang Menyerahkan

Ketua
Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Nusa Tenggara Barat

LALU AKSAR ANSORI

NO NAMA
SAKSI PASANGAN CALON /

BAWASI,U PROVINSI
TANDA TANGAN

Nama Pasaugan Calon

Nama Pasangan Calon

tsAWASI,U PIIOVINSI

jdih.kpu.go.id/ntb



MODtrL
DC6_KWK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGAI?A BARA'I'

Nomor

Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Sltara
Di Tingkat Provinsi.

Yth. 1. Ketua KPU IKIP Kabupateni Kota*)
Di wilayah Provinsi
Nusa Tenggara Barat

2. Saksi Pasangan Calon
3, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat

di-

KpU Provinsi Nusa .lenggara Barat mengundang ttntuk hadir pada rapat pleno

rekapitulasi penghitungan "ruro Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat
Provinsi yang dilaksanakan Pada:

Hari
Tanggal
Pukul
Tempat/Alamat

Dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Setiap saksi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur hanya dapat menjadi saksi

untuk 1 (satu) Pasangan Calon.
b. Saksi yang hadir waJib mcmbar,l,a clan menyerahkan undangan rapat serta surat

mandat yang ditandaiangani oleh Pasangan Calon dan Ketua Tim Kampanye tingkat

Provinsi kepada KPU Provinsi.
c. Pasangan calon dapat mengajukan saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan

ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara.

Matnram

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

KETUA

*) Coret yang tidak Perlu

Tembusan:
Yth. Ketua KPU RI di Jakarta

(LALU AKSAR ANSORI)
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